DESCENTE OBJEK SENGKETA TANAH PERKARA PERDATA 
DI PENGADILAN AGAMA
Oleh: Dr. H. Insyafli, M.H.I.
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung


I. PENDAHULUAN
Descente atau biasa dikenal dengan pemeriksaan setempat atau ada juga yang menyebutnya dengan pemeriksaan di tempat sering dilakukan atau diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk mendapat kepastian tentang lokasi objek sengketa ukuran atau batas-batasnya agar di dalam memutus tidak terjadi ketikpastian.
Semula pemeriksaan setempat itu menyangkut semua perkara yang membutuhkan pemeriksaan di tempat, baik menyangkut objek yang berbentuk tanah atau barang tidak bergerak lainnya karena kepentingannya sama yakni agar Hakim memiliki pengetahuan yang lebih jelas tentang objek sengketa tersebut. 
Namun dalam perkembangannya terakhir Mahkamah Agung RI lebih menekankan pentingnya pemeriksaan setempat kepada objek sengketa yang berbentuk tanah karena dalam praktek peradilan sangat banyak problem yang timbul akibat ketidakpastian informasi tentang objek berbentuk tanah tersebut terutama ketika pelaksanaan putusan atau eksekusi putusan terjadi masalah yang bisa mengganggu pelaksanaan eksekusi tersebut. Maka oleh karena itu Mahkamah Agung mengatur secara tersendiri perintah yang mewajibkan pemeriksaan setempat apabila objek perkaranya berbentuk tanah.
Di dalam SEMA tersebut Mahkamah Agung mengatur tentang normanya tentang tata caranya dan tentang hal-hal lain yang terkait dengan pemeriksaan setempat.
Oleh karena perkara yang objeknya berbentuk tanah di dalam perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama sekarang cukup banyak, maka menurut penulis masalah pemeriksaan setempat ini urgen di bahas terutama ditujukan untuk bahan bacaan bagi Hakim Pengadilan Agama khususnya Hakim Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. Dalam tulisan ini akan diuraikan tentang pengertian urgensinya pemeriksaan setempat, tentang dasar hukum pelaksanaannya, tentang petugas pelaksananya, tentang prosedur atau tata cara pelaksaan dan hal-hal lain yang terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan setempat.
Pentingnya sidang pemeriksaan setempat ini, sangat terkait dengan perkara-perkara tanah, terutama tanah-tanah yang kemungkinan telah mengalami perubahan karena adanya pembuatan jalan atau adanya abrasi, karena aliran sungai atau karena pengaruh lain yang berakibat kepada berubahnya luas atau bentuk serta batas-batas tanah terperkara tersebut. Oleh karena itu masalah descente harus menjadi perhatian bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara yang terkait dengan tanah.

II. PEMBAHASAN
a. Pegertian atau definisi pemeriksaan setempat atau yang disebut dengan descente adalah diantaranya seperti yang diberikan oleh Prof DR Sudikno Mertokusumo, SH sebagai berikut :
“Pemeriksaan Setempat atau descente ialah pemeriksaan mengenai perkara oleh Hakim karena jabatannya yang dilakukan di luar gedung   tempat kedudukan pengadilan, agar Hakim dengan melihat sendiri memperoleh gambaran atau keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa- peristiwa yang menjadi sengketa”.[footnoteRef:1] [1:  Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1988, hal.154.] 

Pengertian yang sedikit berbeda adalah apa yang dikemukakan oleh M Yahya Harahap, SH, di dalam bukunya sebagai berikut :
“Pemeriksaan setempat berarti sidang pengadilan yang dilakukan di tempat objek barang terperkara terletak, untuk melihat keadaan atau memeriksa secara langsung objek tersebut. Pemeriksaan dilakukan oleh salah satu atau lebih Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh seorang Panitera yang akan bertindak membuat berita acara serta dihadiri pula oleh para pihak berperkara atau kuasa hukum mereka”.[footnoteRef:2]  [2:  M Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan,Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan,Sinar Grafika, Jakarta, 1998, hal. 781.] 


Dari definisi descente di atas dapat dikutip beberapa pengertian sebagai berikut :
a) Descente adalah pemeriksaan mengenai perkara. Ini berarti descente adalah sidang pengadilan yang terikat dengan aturan-aturan persidangan pengadilan.
b) Descente dilakukan oleh Hakim karena jabatannya. Yang bersidang adalah Hakim, dan persidangan itu dilakukan atas inisiatif atau kemauan Hakim karena jabatannya, tidak harus ada permintaan dari pihak-pihak yang berberkara.
c) Descente dilakukan di luar gedung Pengadilan, dalam hal ini adalah di tempat barang tetap seperti tanah atau bangunan yang mustahil bisa di hadirkan di ruang sidang pengadilan.
d) Descente bertujuan agar Hakim dengan melihat sendiri memperoleh gambaran atau keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa- peristiwa yang menjadi sengketa.
b. Dasar Hukum Pemeriksaan Setempat
Sebagai dasar hukum atas pemeriksaan setempat dapat dilihat dari beberapa sumber hukum yang diantaranya adalah sebagai berikut :
a) Rbg Pasal 180 yang terdiri dari 3 ayat sebagai berikut :
1) Jika dianggap dan berguna, maka Ketua dapat mengangkat seorang atau dua orang komisaris   dari pada Pengadilan itu, yang dengan bantuan Panitera akan memeriksa sesuatu keadaan setempat, sehingga dapat menjadi keterangan kepada Hakim.
2) Tentang pekerjaan dan hasilnya dibuat oleh Panitera surat berita acara atau relaas yang ditandatangani oleh Komisaris dan Panitera itu.
3) Jika tempat yang akan diperiksa itu terletak di luar daerah hukum tempat kedudukan Pengadilan itu, maka Ketua dapat minta kepada pemerintah setempat supaya melakukan atau    menyuruh melakukan pemeriksaan itu dan mengirimkan dengan selekas-lekasnya berita acara pemeriksaan itu.

b) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001 sebagai berikut :
Sehubungan  dengan  banyaknya  laporan  dari  para  pencari  keadilan  dan  dari  pengamatan Mahkamah Agung, bahwa perkara-perkara  perdata yang telah mempunyai  kekuatan hukum tetap tidak dapat dieksekusi (non executable) karena objek perkara atas barang-barang tidak bergerak (misalnya: sawah, tanah perkarangan dan sebagainya)  tidak  sesuai dengan diktum putusan,  baik  mengenai  letak,  luas,  batas-batas,  maupun  situasi  pada  saat  dieksekusi  akan dilaksanakan, sebelumnya tidak pernah dilakukan pemeriksaan setempat atas objek perkara.
Dengan ini Mahkamah Agung meminta perhatian Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata tersebut:
1) Mengadakan pemeriksaan setempat atas objek perkara yang perlu dilakukan oleh Majelis Hakim dengan dibantu oleh panitera pengganti baik atas inisiatif Hakim karena merasa perlu mendapatkan penjelasan/keterangan yang lebih rinci atas obyek perkara maupun karena diajukan ekspesi atau atas permintaan salah satu pihak yang berperkara.
2) Apabila dipandang perlu dan atas persetujuan para pihak yang berperkara dapat pula dilakukan pengukuran dan pembuatan gambar situasi tanah/obyek perkara yang dilakukan oleh kantor Badan Pertanahan Nasional setempat   dengan biaya yang disepakati oleh kedua belah pihak, apakah akan ditanggung oleh Penggugat atau dibiayai bersama dengan Tergugat.
3) Dalam melakukan pemeriksaan setempat agar diperhatikan  ketentuan Pasal 150 HIR/180 RBg., dan petunjuk Mahkamah Agung tentang Biaya Pemeriksaan Setempat (SEMA  Nomor:  5 Tahun 1999 Point 8)[footnoteRef:3] dan Pembuatan Berita  Acara Pemeriksaan Setempat. [3:  Yang perlu dicatat adalah bahwa di dalam SEMA Nomor 5 Tahun 1999 ini adalah bahwa Mahkamah Agung melarang memungut biaya tersendiri untuk siding pemeriksaan setempat, selain dari biaya transpfortasi, karena sesungguhnya siding pemeriksaan setempat sama dengan persidangan di ruang siding Pengadilan, Cuma tempatnya saja yang berbeda, selebihnya sama.] 

c)  Pasal 211 RV.[footnoteRef:4] [4:  Aturan Hukum Acara yang termuat di dalam RV, meskipun secara umum sudah tidak berlaku lagi karena sudah tidak ada Pengadilan Raad Vas Yustitie, namun sepanjang dibutuhkan di dalam praktek persidangan beberapa pasal di dalam RV tersebut dapat dipertimbangkan untuk digunakan.] 

Sebagai dasar hukum tambahan dalam masalah pemeriksaan setempat ini dapat juga dibaca dari Pasal 211 RV yang berbunyi sebagai berikut :
1) Jika Hakim atas permintaan para pihak atau karena jabatan memandang perlu, maka dengan surat putusan dapat diperintahkan agar seorang atau lebih para anggota yang duduk dalam majelis, disertai oleh Panitera, datang di tempat yang harus diperiksa untuk menilai keadaan setempat dan membuat akta pendapatnya, baik dilakukan sendiri maupun dengan dibantu oleh ahli-ahli.
2) Dengan cara dan maksud yang sama dapat diperintahkan dengan suatu putusan, penyaksian benda-benda bergerak yang tidak dapat atau sukar untuk diajukan ke depan sidang pengadilan.
3) Putusan itu menentukan waktu pemeriksaan di tempat atau waktu dan tempat peninjauan, tenggang waktu, bilamana berita acara seperti tersebut dalam Pasal 212 harus disediakan di Kepaniteraan, dan menentukan waktu dilakukannya persidangan bagi para pihak untuk melanjutkan perkaranya.
c. Tujuan Diadakannya Pemeriksaan Setempat
Berdasarkan beberapa dasar Hukum di atas dapat dipahami bahwa tujuan diadakannya sidang pemeriksaan setempat adalah sebagai berikut :
1. Dari pihak Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tujuan diadakannya pemeriksaan setempat adalah agar Majelis Hakim mendapatkan gambaran yang pasti tentang barang tidak bergerak tersebut atau barang berupa tanah dan bangunan, baik mengenai bentuknya, letaknya dan ukurannya serta segi-segi lain yang terkait dengan barang yang disengketakan. 
2. Dari segi keperluan eksekusi terhadap barang tidak bergerak tersebut, pemeriksaan setempat dibutuhkan untuk menghindari kesulitan atau kendala ketika terhadap putusan tentang barang tidak bergerak akan dilakukan eksekusi. Hal ini yang menjadi konsideran ketika terbitnya SEMA Nomor 7 Tahun 2001.
3. Dengan menunjuk kepada SEMA Nomor 7 Tahun 2001, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3537/K/Pdt/1984, dimana menurut putusan ini hasil pemeriksaan setempat berfungsi memperjelas objek gugatan. Dengan adanya pemeriksaan setempat yang dibarengi dengan pembuatan sketsa tanah terperkara, dengan  demikian telah jelas letak dan batas tanah terperkara secara definitif sehingga tidak lagi kesulitan untuk melaksanakan eksekusi riil atas putusan yang dijatuhkan.[footnoteRef:5] [5:  M Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan,Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan,Sinar Grafika, Jakarta, 1998, hal. 7b2.] 

d. Prosedur Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat.
Adapun prosedur atau tata cara melaksanakan sidang pemeriksaan setempat sebagaimana diatur di dalam Pasal 180 Rbg, serta SEMA Nomor 7 Tahun 2021 dan Pasal 211 RV adalah sebagai berikut : 
1) Ketika pemeriksaan tentang pembuktian telah selesai, dan Majelis Hakim memandang perlu untuk melihat langsung objek perkara barang tidak bergerak tersebut, atau atas permintaan dari pihak-pihak berperkara agar diadakan sidang pemeriksaan setempat, maka Majelis Hakim membuat Putusan Sela yang didalamnya menyebutkan siapa saja petugas yang akan melakukan sidang pemeriksaan setempat, tempatnya dimana dan hari dan tanggal pelaksanaannya.
2) Sidang pemeriksaan setempat dilakukan oleh Majelis lengkap dibantu oleh panitera sidang.
3) Ketua Majelis memberitahukan kepada para pihak agar menghadiri sidang pemeriksaan setempat dan pemerintah Desa/Kelurahan setempat tentang akan dilaksanakannya sidang pemeriksaan setempat dengan menyebutkan pula hari dan tanggal serta lokasi pelaksanaan sidang setempat tersebut.
4) Sidang pemeriksaan setempat dilakukan dalam suatu sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para pihak berperkara.
5) Sidang dilakukan dengan Majelis Hakim yang lengkap dibantu oleh Panitera sidang.
6) Jika sidang pemeriksaan setempat itu harus dilakukan di luar wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama yang bersangkutan, maka sebelumnya harus ada pendelegasian kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat atau lokasi objek yang akan diadakan pemeriksaan setempat itu. Tata cara delegasinya sama dengan delegasi pemeriksaan perkara biasa.  
7) Kalau dibutuhkan kegiatan pengukuran ulang objek barang tidak bergertak tersebut, maka Pengadilan Agama bersurat kepada Badan Pertanahan Nasional untuk menunjuk seorang juru ukur tanah yang bertugas pada hari sidang pemeriksaan setempat.
8) Panitera membuat Berita Acara Sidang pemeriksaan setempat setelah sidang pemeriksaan setempat selesai dilaksanakan yang ditanda tangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Sidang.
9) Di dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan setempat itu juga dimuat ukuran serta gambar situasi tanah objek perkara tersebut.
10) Berita Acara Sidang pemeriksaan setempat ini dimasukkan dalam dan merupakan bagian tak terpisah dari berkas perkara yang bersangkutan.
11) Kekuatan pembuktian hasil pemeriksaan setempat diserahkan kepada petimbangan Majelis Hakimnya.
12) Apabila terjadi perbedaan ukuran objek sengketa, antara ukuran senyatanya dalam sidang pemeriksaan setempat dengan ukuran yang ada di dalam berkas perkara yakni ukuran di dalam gugatan perkara atau ukuran yang ada di dalam bukti sertifikat misalnya, maka yang dipakai oleh Majelis untuk kepentingan putusan dan kepentingan eksekusi berikutnya adalah ukuran yang senyatanya di dalam sidang pemeriksaan setempat. Hal ini sesuai dengan SEMA No 3 Tahun 2018 yang berbunyi sebagai berikut : “Perbedaan data  fisik  tanah  antara  gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (descente), gugatan mengenai tanah dan/ atau bangunan yang belum terdaftar yang sudah menguraikan letak,  ukuran dan batas-batas, akan tetapi terjadi perbedaan data  objek sengketa dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan  setempat (descente),  maka yang digunakan adalah data fisik   hasil pemeriksaan setempat (descente)”.

III. KESIMPULAN
Setelah mengupas uraian sekitar sidang pemeriksaan setempat atau descente, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :
1. Descente atau sidang pemeriksaan setempat adalah persidangan di luar gedung Pengadilan Agama, yang dilakukan atas permintaan Hakim atau atas hak officio.
2. Descente dilakukan dengan tujuan agar Majelis Hakim mendapatkan pengetahuan yang pasti mengenai ukuran, letak bentuk barang yang tidak bergerak yang mustahil bisa dihadirkan di ruang sidang Pengadilan.
3. Descente wajib dilakukan terhadap objek sengketa tanah, sesuai dengan SEMA No Tahun, karena untuk menghindari terjadinya kendala atau kesulitan sewaktu pelksanaan eksekusi terhadap tanah tersebut.
4. Kekuatan pembuktian hasil pemeriksaan setempat diserahkan kepada petimbangan Majelis Hakimnya.
5. Apabila terjadi perbedaan ukuran objek sengketa, antara ukuran senyatanya dalam sidang pemeriksaan setempat dengan ukuran yang ada di dalam berkas perkara yakni ukuran di dalam gugatan perkara atau ukuran yang ada di dalam bukti sertifikat misalnya, maka yang dipakai oleh Majelis untuk kepentingan putusan dan kepentingan eksekusi berikutnya adalah ukuran yang senyatanya di dalam sidang pemeriksaan setempat. Hal ini sesuai dengan SEMA No 3 Tahun 2018.


Bandar Lampung, 16 Nopember 2023
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